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Pembelajaran 4. Uang dan Lembaga Keuangan 

A. Kompetensi 

Memahami uang dan lembaga keuangan 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan syarat-syarat uang 

2. Menjelaskan jenis-jenis uang 

3. Menjelaskan fungsi uang 

4. Menjelaskan nilai uang 

5. Mengidentifikasi fungsi bank 

6. Mengidentifikasi jenis-jenis bank. 

7. Menjelaskan macam-macam lembaga keuangan non-bank. 

8. Menjelaskan pengertian dan fungsi pajak 

9. Mengidentifikasi jenis-jenis pajak 

C. Uraian Materi 

1. Materi 1: Uang 

Syarat-syarat Uang 

Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk 

mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang 

dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun 

kekayaan. Perkembangan peradaban manusia menggeser tujuan kegiatan 

produksi masyarakat. Semula, masyarakat memproduksi barang hanya untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya, lalu berkembang menjadi tidak hanya untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan orang 

lain (untuk dijual). Selanjutnya, terjadilah perdagangan dengan cara tukar-
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menukar antara barang dengan barang lain yang dinamakan barter (pertukaran 

innatura).  

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia maka pertukaran dengan 

cara barter menjadi semakin sulit dilakukan. Bahkan, karena kebutuhan setiap 

orang semakin banyak dan beragam, maka untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya tidak mungkin lagi ditempuh dengan cara barter. Karena menghadapi 

kesulitan dalam melakukan pertukaran barter, manusia terdorong untuk mencari 

cara pertukaran yang lebih mudah. Manusia mulai menggunakan uang barang 

dalam melakukan pertukaran. Contoh uang barang yaitu garam, senjata, dan 

kulit hewan. 

Perkembangan selanjutnya, kesulitan pertukaran dengan menggunakan uang 

barang tersebut mendorong manusia untuk menetapkan benda yang dapat 

digunakan sebagai perantara tukar-menukar. Benda yang dianggap cocok 

sebagai alat tukar-menukar adalah logam. Pada masa lalu, logam yang 

digunakan sebagai uang adalah emas atau perak.   

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat mendorong kegiatan transaksi 

menjadi semakin sering dan bahkan semakin kompleks. Hal ini menimbulkan 

kesulitan bagi manusia untuk membawa uang logam dalam jumlah besar (berat 

dan repot). Untuk mengatasinya, pemilik emas dan perak cukup melakukan 

transaksi dengan menunjukkan bukti penyimpanan emas dan perak yang berupa  

surat bukti penyimpanan. Surat bukti penyimpanan tersebut dikeluarkan oleh 

lembaga yang menerima titipan emas dan perak. Lama kelamaan yang beredar 

dalam masyarakat adalah  kertas sebagai tanda bukti penyimpanan emas dan 

perak tersebut. 

Di Indonesia, sekarang beredar uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan 

Bank Indonesia. Kedua jenis uang tersebut  memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

a. dapat diterima oleh masyarakat  umum 

b. mudah disimpan dan nilainya tetap 

c. mudah dibawa ke mana-mana 
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d. mudah dibagi tanpa mengurangi nilai 

e. jumlahnya terbatas sehingga tetap berharga 

f. ada jaminan 

 

Jenis-Jenis Uang 

a. Berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang, uang dibedakan 

menjadi sebagai berikut. 

1) Uang logam, yaitu uang yang dibuat dari logam, contohnya uang 

Rp25,00, Rp50,00, Rp100,00. Uang tersebut dapat dibuat dari emas, 

perak, tembaga, atau nikel dengan bentuk dan kadar berat tertentu serta 

dengan ciri-ciri tertentu pula untuk menghindari pemalsuan. Ciri-ciri 

tersebut diumumkan oleh pemerintah agar diketahui masyarakat. 

2) Uang kertas, yaitu uang yang dibuat dari kertas, contohnya uang 

Rp500,00, Rp1.000,00, Rp5.000,00, Rp10.000,00, Rp20.000,00 

Rp50.000,00, Rp100.000,00. Uang tersebut dibuat dengan kertas 

khusus supaya sulit dipalsukan. 

Uang kertas yang beredar merupakan uang kertas kepercayaan (fiduciary) atau  

uang tanda (token money). Disebut uang kepercayaan karena nilai bahan untuk 

membuat uang jauh lebih rendah daripada nilai yang tertera (tertulis) dalam 

uang. Uang kertas juga  merupakan uang tanda, karena masyarakat bersedia 

menerima uang kertas dengan alasan terdapat  tanda sah sebagai uang yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. 

Hampir semua negara di dunia mengeluarkan uang kertas. Penggunaan uang 

kertas mempunyai berbagai keuntungan dan kerugian. Perkembangan ekonomi 

yang semakin pesat menuntut adanya alat pembayaran yang lebih mudah dan 

aman. Sekarang banyak diciptakan uang giral, yaitu rekening atau tagihan pada 

suatu bank yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran. Contohnya cek, 

giro bilyet, telegraphic transfer, kartu kredit (credit card), dan traveler’s check 

(cek perjalanan). 
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b. lembaga yang mengeluarkannya, uang dibedakan menjadi: 

1) Uang kartal (kepercayaan) yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara 

berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang 

sah. Uang kartal di Negara kita terdiri atas uang logam dan uang kertas. 

2) Uang giral (simpanan di bank) yaitu dana yang disimpan pada rekening 

koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk 

melakukan pembayaran dengan perantara cek, bilyet giro, atau perintah 

membayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang 

yang tidak berujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. 

c. berdasarkan nilainya, uang dibedakan menjadi sebagai berikut. 

1)   uang bernilai penuh, yaitu uang yang nilai bahannya (nilai intrinsik) sama 

dengan nilai nominalnya. Pada umumnya, uang yang bernilai penuh 

terbuat dari logam. 

2)   uang tidak bernilai penuh, yaitu uang yang nilai bahannya (nilai intrinsik) 

lebih rendah daripada nilai nominalnya. Pada umumnya, uang yang tidak 

bernilai penuh terbuat dari kertas. 

Fungsi Uang 

a. Fungsi Asli Uang  

1) Uang sebagai alat tukar umum 

Uang berfungsi sebagai alat  tukar umum apabila uang dipergunakan untuk 

membeli atau mendapatkan barang dan atau jasa.  Contoh: membeli buku 

dengan uang (uang ditukar dengan buku). 

2) Uang sebagai satuan hitung 

Uang merupakan satuan ukuran yang digunakan untuk menentukan besarnya 

nilai atau harga suatu barang dan jasa. Dengan adanya uang, mudah 
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menentukan nilai suatu barang. Contoh: harga sebuah kalkulator Rp150.000,00, 

harga sebuah buku Rp20.000,00, dan sebagainya. 

 

b. Fungsi Turunan Uang 

1) Uang sebagai alat pembayaran  

2) Uang sebagai alat untuk menabung  

3) Uang sebagai pemindah kekayaan  

4) Uang sebagai pembentuk/penimbun kekayaan 

5) Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi 

 

Nilai Uang 

a. Nilai Nominal 

Nilai nominal uang adalah nilai yang tertera/tertulis pada setiap mata uang yang 

bersangkutan. Contoh: pada uang Rp50.000,00 tertera angka lima puluh ribu 

rupiah, maka nilai nominal uang tersebut adalah lima puluh ribu rupiah. 

 

Gambar  34 Nominal uang 
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b. Nilai Intrinsik 

Nilai intrinsik uang adalah nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. 

Contoh: untuk membuat uang kertas Rp50.000,00 diperlukan kertas dan bahan 

lainnya yang harganya Rp3.000,00, maka nilai intrinsik uang tersebut adalah 

Rp3.000,00. 

c. Nilai Riil 

Nilai riil uang adalah nilai yang dapat diukur dengan jumlah barang dan jasa yang 

dapat ditukar dengan uang itu. Jika uang Rp1.000,00 dapat ditukar dengan satu 

gelas minuman teh, maka dapat dikatakan bahwa nilai riil uang Rp1.000,00 

adalah segelas minuman teh. 

Dilihat dari penggunaannya, nilai uang dibedakan menjadi nilai internal uang dan 

nilai eksternal  uang. 

a. Nilai internal uang 

Nilai internal uang adalah daya beli uang terhadap barang dan jasa. Contoh: 

dengan uang Rp 5.000,00 dapat membeli sebuah buku tulis, maka nilai internal 

uang Rp 5.000,00 tersebut adalah sebuah buku tulis. 

b. Nilai eksternal uang 

Nilai eksternal uang adalah nilai uang dalam negeri, jika dibandingkan dengan 

mata uang asing, yang lebih dikenal dengan kurs. Kurs ada dua macam yaitu  

kurs jual dan  kurs beli. Kurs jual adalah kurs yang berlaku apabila bank menjual 

valuta asing. Sedangkan kurs beli adalah kurs yang berlaku apabila bank 

membeli valuta asing. Contoh: Kita dapat menukarkan uang Rp9.000,00 dengan 

satu dollar Amerika Serikat di bank yang melayani penukaran valuta asing. 

Dalam hal ini nilai kurs Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (US $1 = 

Rp10.000,00). 

Uang di Indonesia hanya dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai alat 

pembayaran yang syah sehingga apabila ada individu atau sekelompok orang 

yang mencetak uang dikategorikan perbuatan yang melawan hukum. Sebagai 
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masyarakat diperlukan adanya kesadaran untuk turut memberikan pengawasan 

jika di sekelilingnya beredar uang-uang palsu. Kepekaan masyarakat sebagai 

warga negara yang baik membantu pemerintah dalam menindak dan 

memberantas beredarnya uang palsu. Bank Indonesia telah mensosialisasikan 

melalui slogan “dilihat, diteraba dan diterawang” untuk membantu masyarakat 

untuk mengenali ciri-ciri uang palsu.  

Masyarakat dapat melihat bahwa uang yang asli terlihat jelas dan terang 

dibandingkan uang palsu dan benang pengaman yang ditanam pada uang kertas 

tampak sebagai garis melintang atau anyaman dan dapat berubah warna apabila 

dilihat dari sudut tertentu. Selain itu, masyarakat juga dapat meraba karena pada 

uang asli memiliki teknik cetak khusus sehingga pada angka nominal, huruf 

terbilang dan lambang negara saat diraba kasar. Selain dilihat dan diraba, salah 

satu cara mengenali uang asli atau palsu adalah dengan menerawang, yaitu 

adanya tanda air yang muncul pada gambar saat diterawangkan ke arah cahaya.  

Berikut ini gambar yang menjelaskan pernyatan di atas : 

 

Gambar  35 Mencermati uang melalui dilihat 
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Gambar  36 Mencermati uang melalui diraba 

 

Gambar  37 Mencermati uang melalui di terawang 

 

2. Materi 2: Lembaga Keuangan 

Bank 

a. Pengertian 

Menurut Undang-Undang N0. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang 

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit 
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dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat banyak. 

a. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam 

melakukan usahansya, perbankan di Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi 

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi dilaksanakan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Menurut pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, fungsi utama Perbankan 

Indonesia adalah sebagai penghimpun dan sebagai penyalur dana masyarakat. 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Perbankan Indonesia 

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan,  pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi ke 

arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Sesuai dengan fungsi dan tujuan bank tersebut, ada tiga tugas utama bank yang 

juga dikenal dengan produk-produk bank. 

1) Bank sebagai Penghimpun Dana Masyarakat (Kredit Pasif) 

▪ Rekening koran/giro (demand deposit), yaitu simpanan yang dapat diambil atau 

digunakan untuk membayar sewaktu-waktu. 

▪ Deposito berjangka (time deposit), yaitu simpanan pada bank yang penarikannya 

hanya boleh dilakukan setelah jatuh tempo. 

▪ Sertifikat deposito, yaitu deposito berjangka yang sertifikatnya dapat 

diperjualbelikan. 

▪ Tabungan, yaitu simpanan di bank yang penarikannya dapat sewaktu-waktu. 

▪ Deposit on call, yaitu simpanan tetap yang berada di bank selama pemiliknya 

tidak menggunakan. Jika pemiliknya akan menggunakan, pemilik tersebut harus 

memberitahukan terlebih dahulu. 
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▪ Deposit automatic roll over,  yaitu deposito yang sudah jatuh tempo tetapi 

diperpanjang secara otomatis selama belum diambil. 

2) Bank sebagai Penyalur Dana Masyarakat (Kredit Aktif) 

▪ Kredit rekening koran, yaitu peminjaman kepada nasabah yang 

pengambilannya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah tersebut. 

▪ Kredit reimburse (letter  of  credit), yaitu kredit yang diberikan kepada 

nasabah atas pembelian sejumlah barang dan yang membayar adalah pihak 

bank. 

▪ Kredit aksep, yaitu pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah dengan 

mengeluarkan wesel. Wesel tersebut selanjutnya dapat diperdagangkan. 

▪ Kredit dokumenter, yaitu pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah 

setelah nasabah menyerahkan dokumen pengiriman barang yang telah 

disetujui oleh kapten kapal yang mengangkut barang tersebut. 

▪ Kredit dengan jaminan surat berharga, yaitu pinjaman yang diberikan oleh 

bank kepada nasabah untuk membeli surat-surat berharga, dan sekaligus 

surat-surat berharga tersebut sebagai jaminan kreditnya. 

3) Bank sebagai Perantara dalam Lalu Lintas Pembayaran 

▪ Transfer (pengiriman) uang, yakni pengiriman uang antar-daerah atau 

antarnegara yang dilakukan oleh bank, atas permintaan nasabah atau 

masyarakat. 

▪ Melakukan inkaso. Bank atas nama nasabah melakukan penagihan surat 

utang atau wesel kepada pihak lain. 

▪ Menerbitkan kartu kredit (credit card). Bank menerbitkan kartu kredit untuk 

nasabah sehingga nasabah dapat melakukan transaksi pembelian di 

supermarket tanpa perlu membawa uang tunai. 

▪ Mendiskonto. Bank menjamin jual beli surat berharga yang terjadi di 

masyarakat. 
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▪ Mengeluarkan cek perjalanan (traveler’s check).Untuk memudahkan transaksi 

dalam perjalanan, bank menyediakan cek perjalanan. 

▪ Automated Teller Machine (ATM), yaitu tempat nasabah mengambil uang 

tunai yang ditangani oleh mesin. 

▪ Pembayaran gaji karyawan. Suatu perusahaan/instansi dapat membayar gaji 

karyawannya melalui bank. 

▪ Save Deposit Box (SDB), yaitu tempat penyimpanan surat/dokumen 

penting/berharga. 

b. Jenis-Jenis Bank 

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, jenis Bank terdiri atas 

bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Selain itu, juga terdapat Bank 

Sentral yaitu Bank Indonesia. 

1) Bank Sentral 

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999, Bank Sentral (Bank   Indonesia) 

merupakan lembaga negara yang independen/mandiri, bebas dari campur 

tangan pemerintah dan pihak-pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas 

diatur dalam undang-undang.  

Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang didirikan berdasarkan 

undang-undang. Tujuan Bank Indonesia adalah mengatur dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tampak dari perkembangan laju 

inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut. 

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 

c. Mengatur dan mengawasi bank. 

d. Sebagai penyedia dana terakhir bagi bank umum, dalam bentuk bantuan 

likuiditas Bank Indonesia 
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1) Bank Umum 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

Bank umum memiliki bentuk hukum yaitu:  

a. perseroan terbatas (PT), 

b. koperasi, atau 

c. perusahaan daerah. 

Bank umum hanya dapat didirikan oleh: 

a. warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, atau 

b. warga negara Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum 

asing secara kemitraan. 

Tugas pokok Bank Umum menurut Pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 adalah 

sebagai berikut. 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

giro,deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit. 

c. Menerbitkan pengakuan utang. 

d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah. 

f. Menempatkan dana pada peminjam atau meminjamkan dana pada bank lain 

baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan cek 

atau sarana lainnya. 

g. Menerima pembayaran surat dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antarpihak ketiga. 
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h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga  (safe 

deposit box). 

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak. 

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 

k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali 

amanat. 

l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 

prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BPR mempunyai 

tugas sebagai berikut. 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito 

berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit kepada masyarakat. 

c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. 

Menurut pasal 14 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, BPR dilarang melakukan 

kegiatan sebagai berikut. 

a. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan turut serta dalam lalu lintas 

pembayaran. 

b. Melakukan usaha dalam valuta asing. 

c. Melakukan penyertaan modal. 

d. Melakukan usaha perasuransian. 
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e. Melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha, sebagaimana  yang 

dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang No. 10  Tahun 1998 tentang 

Perbankan. 

Di beberapa kota di Indonesia banyak berdiri bank syariah.  Bank Syariah 

tersebut dapat berasal dari bank umum maupun bank perkreditan rakyat (BPR). 

Bank umum tersebut antara lain Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan 

Bank Danamon Syariah. 

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha menurut syariah 

Islam. Pada bank Syariah dikenal beberapa istilah dalam melaksanakan 

kegiatannya, misalnya : 

1. Mudharabah, yaitu prinsip bagi hasil, 

2. Musharakah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, 

3. Murabahah, yaitu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, 

dan 

4. Ijarah, yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa 

pilihan. 

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/I972, 

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua lembaga (badan) yang 

melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak 

langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, 

kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi 

perusahaan-perusahaan. 

Bentuk usaha lembaga keuangan bukan bank di Indonesia adalah sebagai 

berikut : 

a. Badan hukum Indonesia yang didirikan oleh warga Negara Indonesia atau 

badan hukum Indonesia dalam bentuk kerja sama dengan badan hukum 

asing. 
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b. Badan hukum asing dalam bentuk perwakilan dari lembaga keuangan 

yang berkedudukan di luar negeri. 

Lembaga keuangan bukan bank dapat mendorong pengembangan pasar uang 

dan pasar modal serta membantu permodalan sejumlah perusahaan yang dimiliki 

pengusaha golongan ekonomi lemah. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank 

adalah: 

a. Asuransi 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi adalah perjanjian 

antara seseorang penanggung yang mengikat diri kepada seseorang 

tertanggung dengan menerima suatu premi dan memberi penggantian senilai 

yang diasuransikan kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan akibat peristiwa yang tidak tertentu. Penggantian 

kerugian akan dilakukan jika kerugian itu benar-benar terjadi dan bukan 

disengaja. 

Lembaga asuransi memiliki peranan ganda, yaitu sebagai lembaga pelimpahan 

risiko dan sebagai lembaga penyerap danadari masyarakat.  

b. Koperasi Kredit 

Kegiatan koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah menerima 

simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggota yang 

memerlukan dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga ringan. Untuk 

meminjam uang, anggota tidak perlu menyerahkan jaminan. 

c. Perusahaan Umum Pegadaian (Perum Pegadaian) 

Perum Pegadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah yang 

tujuannya memberikan pinjaman kepada perseorangan atau golongan ekonomi 

lemah. Pinjaman yang diberikan oleh Perum Pegadaian didasarkan pada nilai 

barang jaminannya. 

Dalam memberikan kreditnya, pegadaian tidak memerhatikan penggunaan uang 

tersebut. Pinjaman dapat digunakan untuk usaha perdagangan, industri rumah 
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tangga, dan bahkan untuk keperluan konsumsi. Jaminan kredit dapat berupa 

benda-benda bergerak dan tidak bergerak.  

d. Lembaga Dana Pensiun 

Pensiun merupakan jaminan pegawai di hari tua dan hal ini  diatur dalam 

Undang-Undang  No. 8 Tahun 1974. Dana pensiun dihimpun oleh Lembaga 

Dana Pensiun contohnya PT Tabungan Asuransi Pensiun (PT Taspen) dan 

Perum Asabri.  

Tujuan utama Lembaga Dana Pensiun adalah meningkatkan kesejahteraan 

pegawai  beserta keluarganya melalui asuransi sosial yang ditentukan dalam 

perundang-undangan. Lembaga Dana Pensiun tersebut  berfungsi: 

• sebagai tempat untuk mengumpulkan dana masyarakat yang sifatnya 

jangka panjang dan 

• sebagai  tempat untuk memberikan jaminan pensiun bagi anggota 

pensiun/peserta program. 

Dana pensiun diperoleh melalui pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama 

seseorang masih aktif bekerja, kemudian dibayarkan kembali kepada pegawai 

tersebut setelah pensiun. Dalam masa tenggang, yaitu masa pemotongan 

sebagian gaji dengan masa pembayaran saat pegawai/karyawan pensiun, dana 

yang terkumpultersebut disalurkan kepada masyarakat dengan cara sebagai 

berikut. 

• Dipinjamkan kepada badan-badan yang membutuhkan. 

• Dibelikan surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh lembaga-

lembaga pemerintah. 

e. Perusahaan Sewa Guna 

Sewa guna merupakan pembelian secara angsuran, namun sebelum 

angsurannya selesai (lunas), hak barang yang diperjualbelikan masih dimiliki 
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oleh penjual. Namun demikian, begitu kontrak leasing ditandatangani, segala 

fasilitas  dan kegunaan barang tersebut boleh digunakan oleh pembeli. 

 

3. Materi 3: Pajak 

Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran (pembayaran) wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada  

negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara 

langsung dari negara dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum, 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.  

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari 

sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran 

bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, 

berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk 

kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan 

keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan 

kebutuhan masyarakat. 

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro 

merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang 

menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah 

penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk 

memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan 

pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang 

dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya 

kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak 

sebagai pembayar pajak. 

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah 

disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang 
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Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak mengandung ciri-ciri yaitu: 

a. merupakan iuran (pembayaran) wajib kepada negara; 

b. tidak ada imbalan balas jasa secara langsung dari negara kepada 

rakyat; 

c. digunakan untuk kesejahteraan umum; 

d. pungutan pajak berdasarkan undang-undang; dan 

e. pendapatan negara dari pajak digunakan untuk pembelanjaan negara. 

 

Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan 

sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk 

pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai 

beberapa fungsi, yaitu: 

• Fungsi anggaran (budgetair) 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara 

dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat 

diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan 

rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain 

sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan 

pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. 

Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai 

kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama 

diharapkan dari sektor pajak. 
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• Fungsi mengatur (regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. 

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam 

negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. 

Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea 

masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 

• Fungsi stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan 

yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, 

Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di 

masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

• Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua 

kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga 

dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Syarat pemungutan pajak 

• Pemungutan pajak harus adil 

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan 

keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun 

adil dalam pelaksanaannya. 

Contohnya: 

− Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak 

− Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat 

sebagai wajib pajak 

− Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai 

dengan berat ringannya pelanggaran 
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• Pengaturan pajak harus berdasarkan UU 

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang 

bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: 

− Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU 

tersebut harus dijamin kelancarannya 

− Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara 

umum 

− Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak 

• Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian 

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu 

kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. 

Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan 

menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat 

kecil dan menengah. 

• Pemungutan pajak harus efisien 

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus 

diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya 

pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus 

sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak 

akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan 

maupun dari segi waktu. 

• Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam 

pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam 

menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat 

positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran 

pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin 

enggan membayar pajak. 
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Contoh: 

− Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif 

− Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 

10% 

− Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk 

perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang 

berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi) 

Asas pemungutan pajak  

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang 

mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain: 

a. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang 

terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. 

− Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas 

keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai 

dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh 

bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 

− Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus 

berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai 

sanksi hukum. 

− Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat 

waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang 

tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib 

pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak 

menerima hadiah. 

− Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan 

pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya 

pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 
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b. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: 

− Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus 

berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi 

penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. 

− Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan 

untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 

− Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

− Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang 

satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang 

sama (diperlakukan sama). 

− Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan 

sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai 

obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. 

c. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pahak adalah sebagai berikut: 

− Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai 

sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. 

− Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak 

pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah 

− Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa 

diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. 

− Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan 

(kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan 

(bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak. 

− Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-

Undang. 
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Jenis-Jenis Pajak 

Menurut Golongannya  

1) Pajak langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dibayar oleh subjek pajak 

atau wajib pajak, dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Misalnya, pajak 

penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak kendaraan 

bermotor (PKB). 

2) Pajak tidak langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada 

pihak lain, misalnya pajak penjualan, pajak pertambahan nilai (PPn), bea balik 

nama (BBN), dan cukai. 

Menurut Wewenang Pemungutannya 

1) Pajak Negara atau Pusat 

Pajak Negara atau Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya 

dilakukan oleh pemerintah pusat (Dirjen Pajak). Yang termasuk pajak pusat 

adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), dan  pajak  bumi 

dan bangunan (PBB). 

2) Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh 

pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II. Yang termasuk pajak daerah adalah 

pajak pertunjukan, pajak reklame, dan pajak kendaraan bermotor (PKB). 

Menurut Sifatnya 

1) Pajak subjektif (bersifat perorangan) 

Pajak subjektif adalah pajak yang pelaksanaannya memerhatikan kemampuan 

dan keadaan pribadi wajib pajak. 
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2) Pajak objektif (bersifat kebendaan) 

Pajak objektif adalah pajak  yang dalam pelaksanaannya tidak memerhatikan 

kemampuan dan keadaan wajib pajak. Pajak ini dipungut karena kejadian, 

perbuatan atau keadaan. Contoh: pajak tontonan,  pajak restoran, perhotelan, 

dan cukai rokok. 

Pungutan Resmi Selain Pajak 

Pemerintah memperoleh sumber penerimaan dari pungutan resmi lain (bukan 

pajak). Pungutan-pungutan tersebut sebagai berikut. 

a. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa 

atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata 

kepada pembayar. Misalnya: iuran parkir, iuran pasar, dan iuran jalan tol. 

b. Cukai adalah pungutan resmi yang dikenakan atas barang-barang tertentu 

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya: cukai rokok, minuman 

keras, dan kaset rekaman.  

c. Bea meterai adalah pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan 

menggunakan benda meterai. 

d. Bea Ekspor dan Bea Impor. Bea ekspor adalah pungutan resmi kepada 

eksportir yang akan mengekspor barang dagangannya keluar negeri, 

berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan 

barang. Sedangkan  bea impor adalah pungutan terhadap importir saat 

mengimpor barang dari luar negeri. 

e. Lain-lain pungutan yang sah/legal berupa sumbangan wajib, misalnya 

SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dan 

SWPJ (Sumbangan Wajib Perbaikan Jalan). 
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D. Rangkuman 

Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum 

sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian. Uang 

mempunyai syarat-syarat tertentu 1) dapat diterima masyarakat umum, 2) 

mudah disimpan dan nilainya tetap, 3) mudah dibawa ke mana-mana, 4) 

mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, 5) jumlahnya terbatas sehingga tetap 

berharga.Jenis-jenis uang dapat dibagi berdasarkan 1) bahan, 2) lembaga 

yang mengeluarkan dan 3) nilainya. Uang mempunyai fungsi asli dan 

turunan. 

Pembahasan tentang uang juga membahas tentang Lembaga Keuangan 

Bank dan Non Bank.  Apabila dilihat dari tugas utama bank, bank 

mempunyai tugas  

1) penghimpun dana masyarakat,  

2) penyalur dana masyarakat dan  

3) perantara dalam lalu lintas perdagangan. 

Berdasarkan jenisnya, bank dibedakan atas,  

1) Bank Sentral,  

2) Bank Umum,  

3) Bank Perkreditan Rakyat.  

Jenis-jenis lembaga keuangan non bank  

1) asuransi,  

2) koperasi kredit,  

3) Perum Pegadaian,  

4) Lembaga Dana Pensiun. 
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Mata uang di Indonesia hanya dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai alat 

pembayaran yang syah sehingga apabila terdapat kecurangan dari oknum 

tertentu tentang pembuatan uang palsu, maka sebagai warga masyarakat 

wajib melaporkan. 

Pajak adalah iuran (pembayaran) wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak 

kepada  negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas 

jasa secara langsung dari negara dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.  

Fungsi pajak antara lain: fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi 

redistribusi pendapatan, dan fungsi stabilitas. 
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